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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analiss, maka didapat
kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019
selama ini kurang efektif karena Razia yang dilakukan oleh Satpol PP
Kabupaten Sleman tidak terjadi penurunan yang signifikan dalam kurun
waktu 5 tahun, dan masih banyak penjual yang tidak mengetahui Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 dan tidak mengurus
perizinan penjualan minuman beralkohol.

Faktor penghambat yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sleman dalam mencegah dan menanggulangi peredaran dan
penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Sleman adalah:

1. Faktor Penegak Hukumnya
Dengan terbatasnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sleman dan banyaknya kegiatan di sektor lain yang harus
ditangani sehingga kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dan razia
minuman beralkohol kurang maksimal.

2. Faktor Masyarakat
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a. Masyarakat yang kurang bekerja sama dengan Satpol PP tidak
melaporkan adanya penjualan minuman beralkohol di sekitar
wilayah tinggal masyarakat tersebut.

b. Masyarakat selaku penjual minuman beralkohol tidak mematuhi
Peraturan Daerah untuk mengurus surat izin penjualan minuman
beralkohol.

3. Faktor Hukumnya Sendiri

Penerapan sanksi bagi pelanggar mengenai perizinan penjualan ilegal

minuman beralkohol di Kabupaten Sleman dianggap masih terlalu

ringan dengan jumlah maksimal yang ada di dalam Perda adalah
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

namun kenyataannya dari data yang didapat dalam kurun waktu 5

(lima) tahun denda paling besar yang dijatuhkan kepada penjual ilegal

minuman beralkohol hanya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima

ratus ribu rupiah), sehingga membuat para pelanggar masih
mengulangi pelanggarannya.
B. Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman perlu melakukan
sosialisasi lebih sering kepada masyarakat dan penjual minuman
beralkohol, dan lebih sering melakukan razia terhadap penjualan ilegal
minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

2. Diharapkan sanksi baik pidana dan administratif yang diberikan

kepada penjual ilegal minuman beralkohol lebih berat agar
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memberikan efek jera dan mendorong penjual ilegal minuman
beralkohol agar mengurus perizinan mengenai penjualan minuman

beralkohol.
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